BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN
KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat

DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa agar pelaksanaan pembagian besaran
penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan
penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan
perangkat desa berjalan dengan efektif dan efisien,
maka Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan
dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG
SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN BLORA.

Pasal l

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan
Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Blora, (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 26)
diubah sebagai berikut :
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1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Blora.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Blora.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah
Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya, yang tediri dari Sekretaris Desa,
Kamituwa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kabayan, Petengan dan
Modin.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepekati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat
RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah
pendapatan yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain
pendapatan asli desa yang sah.



2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Tambahan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a diberikan untuk peningkatan kinerja aparat
pemerintah desa.

(2) Tambahan perbaikan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1
(satu) tahun anggaran.

(3) Tambahan Perbaikan Penghasilan disesuaikan kemampuan
keuangan desa, dengan ketentuan:

a. Kepala Desa tambahan perbaikan penghasilan maksimal 50 %
(lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap;

b. Sekretaris Desa tambahan perbaikan penghasilan maksimal 45
% (empat puluh lima persen) dari besaran penghasilan tetap;

c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kamituwa tambahan perbaikan
penghasilan maksimal 55 % (lima puluh lima persen) dari
besaran penghasilan tetap;

d. Kebayan, Petengan dan Modin tambahan perbaikan penghasilan
maksimal 55 % (lima puluh Ilima persen) dari besaran
penghasilan tetap.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b dan huruf c ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi Biaya Pemerintah Desa.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
tidak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan, tambahan
dari pengelolaan tanah eks bengkok sekretaris desa, kecuali tunjangan
jabatan, Perjalanan Dinas dan Honorarium.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A
dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 13A

Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan
tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah, kecuali
penghasilan tetap.

Pasal 13B

(1) Perangkat Desa yang purna tugas dapat diberikan tali asih yang
bersumber dari PADes.

(2) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan setiap
bulan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal (TMT)
pemberhentian.

(3) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajibannya, hanya memperoleh honorarium kegiatan, perjalanan
dinas serta hak tambahan dari pengelolaan hasil tanah bengkok sebesar
50% (lima puluh persen) dari nilai jual bengkok Kepala Desa selama 1
(satu) tahun.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal
15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penyerahan dan Pemanfaatan Tanah
Bengkok Sekretaris Desa Yang Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 57) dicabut dan
diyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 Januari 2016
Pj. BUPATI BLORA ,
Cap Ttd.
[HWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora

pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.
SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hykufn Setda Kab. Blora

A. KAIDAR/ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001




